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ABSTRAK

PT. X sebagai Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak (PKP) mempunyai kewajiban untuk menyetor dan melaporkan nilai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Wajib Pajak yang melakukan penyerahan wajib
menerbitkan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sampai dengan pembuatan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) pada
PT. X di tahun 2021 dengan alasan adanya keterlambatan dalam pelaporan Faktur
Pajak dan SPT Masa PPN masa pajak 2016. Penerbitan STP ini menjadi landasan untuk
menganalisa lebih lanjut terkait bagaimana langkah selanjutnya yang perlu PT. X
lakukan sebagai Wajib Pajak untuk yang pertama kali nya mendapatkan Surat Tagihan
Pajak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab DJP menerbitkan
STP dan prosedur permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas
penerbitan STP. Pengkajian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk
menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan
mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan
sebuah solusi. Berdasarkan analisis ditemukan bahwa PT. X telah membuat Faktur
Pajak secara tepat waktu dengan cara manual tetapi di tahun yang sama DJP telah
mengesahkan untuk pembuatan Faktur Pajak dilakukan secara elektronik. Akibat
keterbatasan pengetahuan terkait pengaturan perpajakan membuat PT. X dianggap
terlambat dalam melaporkan Faktur Pajak. PT. X diharapkan dapat mengajukan
Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan hukum
perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Surat Tagihan Pajak, Permohonan Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi, Faktur Pajak, STP.
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ABSTRACT

Ltd. X as a Corporate Taxpayer who has been confirmed as a Taxable Entrepreneur (PKP)
has the obligation to deposit and report the value of Value Added Tax (VAT). Taxpayers
who make submissions are required to issue Tax Invoices and Tax Deposit Letters until the
issuance of Periodic VAT Notification Letters (SPT). The DGT issues a Tax Collection
Letter (STP) at Ltd. X in 2021 on the grounds that there was a delay in reporting Tax
Invoices and SPT Period VAT for the 2016 tax period. The issuance of this STP is the basis
for further analysis regarding what the next steps need to be for Ltd. X acts as a Taxpayer
for the first time to receive a Tax Collection Letter. The purpose of this research is to
analyze the causes of DGT issuing STPs and the procedures for requesting a reduction or
abolition of administrative sanctions for issuing STPs. This study was conducted through a
qualitative research method with a case study approach, namely descriptive research used to
investigate and understand an event or problem that has occurred by collecting various kinds
of information which are then processed to obtain a solution. Based on the analysis it was
found that Ltd. X has made Tax Invoices in a timely manner manually but in the same year
the DGT has authorized Tax Invoices to be made electronically. As a result of limited
knowledge regarding tax regulations, Ltd. X is considered late in reporting the Tax Invoice.
Ltd. X is expected to be able to submit an Application for Reduction or Elimination of
administrative sanctions in accordance with applicable tax law.

Keywords: Value Added Tax, Tax Invoice, Request for Reduction or Elimination of
Sanctions, Tax Invoice, STP.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan
nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang telah beberapa
kali telah dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2021. Pajak
Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri dan tergolong
dalam jenis pajak tidak langsung. Dikatakan pajak tidak langsung karena PPN tidak
langsung disetorkan kepada negara, akan tetapi disetorkan oleh pedagang dengan

beban pajak yang ditanggung oleh konsumen terakhir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 14 ayat (1d) menjelaskan bahwa DJP
(Direktorat Jenderal Pajak) menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat
faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Tujuan penerbitan Surat Tagihan
Pajak (STP) kepada PKP yakni untuk memungut pajak sanksi administrasi berupa
denda yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh PKP bertambah.
Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan upaya administrasi terkait sanksi
administrasi dengan membuat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi yang diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Peraturan
Perpajakan Pasal 36 1 (a) dengan prosedur Peraturan Menteri Keuangan Nomor
8/PMK.03/2013.

PT X merupakan salah satu klien di Kantor Jasa Akuntan Sigit Wijanarko.
PT X merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak di bidang kontruksi
di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di Tahun 2021, PT X mendapatkan Surat
Tagihan Pajak (STP) PPN tahun pajak 2016 dengan alasan adanya keterlambatan
pelaporan SPT Masa September hingga Desember dan keterlambatan pelaporan
Faktur Pajak. Sebagai Wajib Pajak, PT X memiliki hak untuk mengajukan

1
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permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Surat Tagihan Pajak. Dengan
fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam Laporan
Tugas Akhir dengan judul yaitu “PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI PADA SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PPN STUDI
KASUS PT X CLIENT KJA SIGIT WIJANARKO”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan dari Latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka
rumusan masalah pada Laporan Tugas Akhir ini adalah :
1. Apa penyebab diterbitkan nya STP pada PT X?
2. Bagaimana proses penyelesaian PT X atas diterbitkannya STP?
1.3 Tujuan

1. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui dampak
perubahan kebijakan pemerintah faktur PPN manual menjadi E-Faktur pada
Pengusaha Kena Pajak PT X

2. Untuk mengetahui upaya penanganan atas diterbitkannya STP pada PT X

1.4 Manfaat

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya :

1. Untuk menambah wawasan tentang pemahaman mengenai permasalahan di
bidang perpajakan, terutama berkaitan dengan pengurangan sanksi
administrasi Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menerapkan teori perpajakan yang telah penulis peroleh dari bangku kuliah
dengan pengimplementasianya di dunia kerja.

3. Memperkenalkan dan meningkatkan kerja sama antara Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga dengan KJA Sigit Wijanarko.

4. Untuk menambah pengetahuan bagi pembaca yang dapat digunakan untuk

sumber referensi.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak
Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan
keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku Perpajakan Edisi
Revisi 2013, mendefinisikan Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, 2011:1)
2.2 Jenis Pajak
Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak dalam buku Perpajakan
edisi terbaru 2018, Jenis Pajak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu menurut
golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.
1. Menurut Golongannya.

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

3
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2. Menurut Sifatnya.

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa
memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya.

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut olenh Pemerintah Daerah
dan digunakan untuk mebiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah
terdiri atas Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten/Kota
(Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan).

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi
barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat
dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN termasuk dalam golongan
pajak tidak langsung karena pemungutannya disetorkan oleh pihak lain yang
bukan penanggung pajak. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yang sebelumnya 10% meningkat menjadi 11%.

Sebelum di terapkannya Pajak Pertambahan Nilai, Pemerintah
Indonesia menerbitkan Pajak Peredaran dengan dasar hukum Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran. Pajak

Peredaran melakukan pungutan atas pemakaian barang umum, dan
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dikenakan pada penyerahan barang-barang yang ada di peredaran bebas
dengan tarif 2% setiap penyerahan barang dan juga jasa. Penerapan Pajak
Peredaran hanya berlangsung selama sembilan bulan. Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1951 telah mengganti Pajak Peredaran menjadi
Pajak Penjualan dengan pungutan atas harga barang-barang yang bukan
kebutuhan pokok masyarakat dan dikenakan atas penyerahan jasa kecuali
Jasa Notaris, Akuntan atau Advokat.
Pemberlakuan Pajak Penjualan digantikan oleh Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) secara resmi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Barang Mewah. alasan penggantian ini karena pajak penjualan
dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat
dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk
meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan
pembebanan pajak. Tercatat terjadi empat kali perubahan dalam
penyempurnaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:
1. Perubahan pertama dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11
tahun 1994 yang berlaku pada tanggal 1 januari 1995.
2. Perubahan kedua dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 18
tahun 2000 yang berlaku pada tanggal 1 januari 2001.
3. Perubahan ketiga dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 42
tahun 2009 yang berlaku pada tanggal 1 april 2010.
4. Perubahan keempat dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 yang berlaku pada tanggal 1 april 2022.
2.4 Subjek Pajak PPN
Secara umum, pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan
pajak. dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat dua subjek pajak,
yaitu :
1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak. Fungsi pengukuhan
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Pengusaha Kena Pajak selain digunakan untuk mengetahui identitas
Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk
melaksanakan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Terhadap
pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak,
tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan
dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak empat
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut
ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi pidana apabila seseorang
melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu
tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang
dijatuhkan.

Kewajiban perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan
secara jabatan, dimulai saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpjakan,
paling lama lima tahun sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan
perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak (PKP) di tempat pelaporan yang sesuai, yaitu :
a. Bagi Pengusaha Orang Pribadi, adalah pada kantor Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

b. Bagi Pengusaha Badan, adalah pada kantor Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan
Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

c. Bagi Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat

kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak
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(DJP), adalah baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha
maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

d. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu (yaitu wajib pajak orang
pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat,
misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa
pusat perbelanjaan), kewajiban melaporkan usahanya disamping
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal wajib pajak juga pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib
pajak juga pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kegiatan wajib pajak dilakukan.

e. Bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktorat Jenderal Pajak
dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat
pendaftaran pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

2. Pengusaha Kecil
Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,-.

Apabila melebihi dari peredaran bruto yang telah ditetapkan, pengusaha

kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah

peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas

pengusaha kecil. (Mardiasmo, 2016:328)

2.5 Faktur Pajak
Aturan pertama yang mengatur tentang faktur pajak, UU PPN 1984
Pasal (23) menyebutkan bahwa Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak
yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak

merupakan sebuah dokumen penting sebagai bukti bahwa pengusaha telah
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memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli. Sedangkan bagi
pihak pembeli, dengan adanya faktur pajak maka Pengusaha Kena Pajak
dapat mengkreditkan/mengurangi PPN yang harus dibayar.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1985, merupakan
aturan pertama kali pemberlakuan faktur pajak di Indonesia, pada aturan
tersebut faktur pajak hanya terdapat satu jenis dan diisi secara manual.
Berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 2000 Pasal 13 ayat (1), Faktur
Pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu :
1. Faktur Pajak Standar.
2. Faktur Pajak Sederhana.
3. Faktur Pajak Gabungan.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (5) menghapus Faktur
Pajak Sederhana, sehingga hanya terdapat Faktur Pajak dan Faktur Pajak
Gabungan. Pada Faktur Pajak wajib mencantumkan keterangan dengan
rincian:
a) Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan
Barang Kena Pajak atau Jaa Penerima Jasa Kena Pajak.

a) Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang
Kena Pajak atau Jasa Penerima Jasa Kena Pajak.

b) Jenis Barang atau Jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan
Potongan Harga.

c) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

d) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.

e) Kode, Nomor Seri, dan Tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan

f) Nama dan Tanda Tangan yang berhak menandatangani Faktur

Pajak.

Sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat
(5) bahwa faktur pajak yang tidak diisi lengkap sesuai ketentuan akan
berimbas pada tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan atas penyerahan

tersebut.
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Pada tanggal tahun 2014, pemerintah menerbitkan DJP No. PER
17/PJ/2014 menetapkan bahwa untuk pengisian faktur pajak Pengusaha
Kena Pajak wajib membuat E-Faktur. Faktur pajak Elektronik atau E-Faktur
merupakan faktur pajak yang dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik.
Instalasi aplikasi e-faktur dapat diunduh pada laman djp.go.id sehingga
Pengusaha Kena Pajak akan lebih mudah dan praktis dalam pembuatan SPT
Masa PPN. Terkait pembuatan e-faktur Pengusaha Kena Pajak wajib
mengirim surat permohonan kepada Direktorat Jenderal pajak untuk
mrmiliki :
1. Sertifikat Elektronik (prasyarat untuk mendapatkan layanan
perpajakan secara elektronik, seperti e-Faktur dan e-Nofa untuk
mengajukan permintaan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak).
2. Kode Aktivasi dan Password (untuk mengakses e-Nofa).
3. Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak
Tujuan diberlakukannya e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah di periksa kembali sekaligus
perlindungan bagi Pengusaha Kena Pajak dari pengkreditan Pajak Masukan
yang tidak sesuai. Selain itu, penggunaan Nomor Seri Yyang
acak/sembarangan pasti akan secara otomatis di tolak oleh aplikasi karena
pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi
Pengusaha Kena Pajak. Aplikasi E-Faktur juga untuk membuat SPT Masa
PPN sehingga Pengusaha Kena Pajak tidak perlu membuat secara terpisah
dan tidak pelu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). E-Faktur
secara resmi digunakan untuk Pengusaha Kena Pajak kawasan Jawa-Bali
pada tanggal 1 Juli 2015 dan seluruh Pengusaha Kena Pajak di Indonesia
pada tanggal 1 Juli 2016.
2.6 Surat Pemberitahuan

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan yang disempurnakan Undang Undang No. 7
Tahun 2021 Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
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perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib
Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk
melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang
Mewah (PPnBM) yang terutang. Kewajiban melapor SPT masa PPN harus
dilaporkan setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai
Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan SPT masa
PPN adalah pada hari terakhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak
yang bersangkutan (tanggal 30 atau 31). Kecuali di bawah kondisi tertentu
seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan PER-
80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan
berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Menurut Undang
UndangNomor 28 Tahun 2007, batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah
akhir masa pajak.

2.7 Sanksi Administrasi

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi.
Atau dengan kata lain sanksi perpajakanmerupakan alat pencegah agar
wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62).

Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat E-Faktur tetapi
tidak membuat E-Faktur yang tidak mengikuti tata cara yang sudah
ditentukan, akan dianggap tidak membuat Faktur Pajak dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 1% (dua persen) dari Dasar Pengenaan
Pajak sesuai pada pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.

Sanksi administrasi juga dapat dikenai pada Pengusaha Kena Pajak
apabila tidak memenuhi batas waktu dalam pelaporan SPT PPN.
Sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 ayat (3) Undang-Undang

Ketentuan yaitu Bagi SPT Masa, batasan waktu yang diberikan paling lama
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20 hari setelah akhir Masa Pajak Sanksi Pasal 7 ayat (1) bagi Wajib pajak
yang telat lapor SPT Masa PPN dikenai denda sebesar Rp. 500.000 dan RP.
100.000 untuk SPT Masa lainnya.

2.8 Pemeriksaan

Ditjen Pajak menegaskan pengenaan sanksi pajak guna menguji
kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, DJP
memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan pada Wajib Pajak.
Pemeriksaan merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh DJP sebelum
keputusan pengenaan Sanksi Pajak pada Wajib Pajak.

Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan DJP secara objektif dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Pada tujuan pemeriksaan
Terdapat dua jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan sebelum pengenaan
sanksi pajak dan pemeriksaan yang dilakukan karena adanya indikasi
ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data
konkret maupun hasil analisis resiko. Selanjutnya terdapat pemeriksaan
rutin, yaitu pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan
hakdan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. DJP
melakukan dua kali pemeriksaan sebelum Wajib Pajak diputuskan untuk
dikenai sanksi yakni :

a. Pemeriksaan Lapangan. Dilakukan dalam jangka waktu paling lama
empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan
bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan
hingga tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

b. Pemeriksaan Kantor. Dilakukan dalam jangka waktu paling lama
tiga bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama enam bulan
dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat
panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor hingga tanggal
Laporan Hasil Pemeriksaan.
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Wajib Pajak juga mempunyai hak atas Pemeriksaan yang dilakukan oleh
DJP :

a. Meminta Pemeriksa Pajak untuk melihat tanda pengenal
pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan, melihat surat
pemberitahuan pemeriksaan lapangan, melihat surat yang berisi
perubahan tim pemeriksa jika susunan keanggotaan mengalami
perubahan.

b. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

c. Hadir dalam pembahasan akhir pemeriksaan dalam batas waktu
yang ditentukan.

d. Mengajukan permohonan Quality Assurance pemeriksaan
dalam hal sebelum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan.

e. Mengisi kuisioner terkait pelaksanaan pemeriksaan.

Setelah dilakukannya pemeriksaan, DJP menerbitkan produk Surat
Panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir sesuai
dengan PMK. No. 17/PMK.03/2013 Pasal 55 ayat (1) Pemeriksa Pajak
memanggil Wajib Pajak dengan jangka waktu tiga hari kerja. Selanjutnya

DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

2.9 Surat Tagihan Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan Surat
tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi
administrasi yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana
mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana penagihan pajak. Surat
Tagihan Pajak (STP) memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Surat
Ketetapan Pajak. STP diterbitkan setelah DJP melakukan penelitian data
administrasi perpajakan, melakukan pemeriksaan, atau melakukan
pemeriksaan ulang. Surat Tagihan Pajak diterbitkan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 14 Pasal (1) :

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
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2. Adanya salah tulis dan/atau salah hitung yang menyebabkan
kekurangan pembayaran pajak dari hasil penelitian;

3. Pengenaan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga kepada
Wajib Pajak;

4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak atau
terlambat membuat faktur pajak;

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi
faktur pajak secara lengkap, selain identitas pembeli BKP atau
penerima JKP serta nama dan tanda tangan dalam hal penyerahan
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

6. Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada
Wajib Pajak dengan dasar petunjuk adanya imbalan bunga dari :

a. penerbitan keputusan;
b. penerimaan putusan; atau
C. penemuan data atau informasi.

Penerbitan STP dalam kaitannya dengan imbalan bunga
dilakukan dalam hal diterbitkan keputusan, diterima putusan,
atau ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya
imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib
Pajak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 102 PMK Nomor 18
Tahun 2021.

7. Terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam
jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (4).

Poin alasan nomor 7 (tujuh) merupakan tambahan dasar
penerbitan STP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
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Sanksi Pajak yang tercantum pada Surat Tagihan Pajak harus
dilakukan dalam satu bulan sejak tanggal diterbitkannya STP. Setelah DJP
melakukan penelitian data administrasi perpajakan, pemeriksaan, atau
pemeriksaan ulang menyebabkan terpenuhinya kondisi di atas, DJP dapat
menerbitkan STP kepada Wajib Pajak. Jangka waktu maksimal penerbitan
STP adalah 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali untuk beberapa
kondisi berikut :

1. STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang
KUP diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan
SKPKB serta SKPKBT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan,
Putusan Banding, serta Putusan PK.

2. STP atas sanksi administratif Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang
KUP diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan
SK Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya
banding; dan

3. STP atas sanksi administratif Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang
KUP diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan
Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang
terbuka untuk umum.

4. STP atas sanksi administratif Pasal 27 ayat (5f) Undang-Undang
KUP diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterima
Putusan Peninjauan Kembali oleh DJP.

2.10 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai dengan Pasal 36 ayat (1a) Undang-
Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang berbunyi “Dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya.” Ketentuan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak yang
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melakukan pelanggaran akan tetapi sifat pelanggaran tersebut adalah karena
kekhilafan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
8/PMK.03/2013 Pasal 5 ayat (7) Permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan oleh Wajib pajak paling

banyak dua kali.

Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat (8) pengajuan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi yang kedua harus diajukan dalm jangka
waktu paling lama tiga bulan sejak surat pertama dikirim. Direktur jenderal
Pajak dalam waktu paling lama enam bulan sejak tanggal surat diterima,
akan menerbitkan Surat Keputusan yang berisi mengabulkan seluruhnya

atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

TUGAS AKHIR PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI... FATCHIYA A. A.G.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 3
METODE KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Objek yang digunakan pada pengumpulan dan pengolahan data
Laporan Tugas Akhir adalah Surat Tagihan Pajak (STP) PT X. Dalam
menyelesaikan permasalahan perpajakannya, PT X dibantu oleh KJA Sigit
Wijanarko yang bertempat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

3.2 Waktu

Proses pengumpulan data dan pengerjaan Laporan Tugas Akhir
membutuhkan waktu empat bulan, dimulai sejak tanggal 2 Januari 2023
hingga 28 April 2023. Studi kasus yang dibahas adalah untuk penyusunan
Laporan Tugas Akhir yang dikaji berdasarkan beberapa permasalahan yang
terjadi di PT X.

3.3 Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam studi kasus ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif. Menurut Mukhtar metode penelitian deskriptif
kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan
pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.
(Mukhtar, 2013:10)

Sedangkan menurut, Sugiyono bahwa penelitian kualitatif deskriptif
adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme
yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah
dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. (Sugiyono, 2008:15).
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BAB 4
PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Kontruksi
yang bertempat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Fokus utama bisnis
yang dijalankan oleh PT X yaitu Jasa Pelaksana Untuk Kontruksi Bangunan.
Selain itu, PT X juga menawarkan jasa pelaksana untuk kontruksi saluran
air, kontruksi instalasi pengolahan air, kontruksi jalan raya, kontruksi
pekerjaan jembatan, dan kontruksi bangunan stadion untuk olahraga.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak diharuskan untuk
menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, Wajib Pajak harus
melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dengan tepat
waktu dan tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan dalam
perundang-undangan perpajakan. Pada tahun 2020 PT X menerima Surat
Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
(DJP). Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data bahwa adanya
keterlambatan dalam penyampaian dan penyetoran Surat Pemberitahuan
(SPT) PPN Masa September-Desember dan keterlambatan membuat dan
atau melaporkan faktur pajak di tahun pajak 2016. sehingga PT X dikenakan
sanksi administrasi berupa denda. PT X sebagai klien Kantor Jasa Akuntan
Sigit Wijanarko diminta untuk dibuatkan Surat Permohonan Pengurangan
Pengurangan atau Penghapusan Surat Tagihan (STP) Pajak yang kedua
dengan alasan bahwa Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan
Surat Tagihan Pajak (STP) pertama telah dikerjakan oleh Kantor Konsultan
terdahulu sebelum menekan kontrak kerjasama dengan Kantor Jasa
Akuntan Sigit Wijanarko.

4.2 Pembahasan
4.2.1 Penyebab diterbitkannya STP
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan

pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang

17
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berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi
kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak (Undang-Undang
Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007). Surat Tagihan Pajak di terbitkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan alasan PT X telat melaporkan
SPT Masa PPN. Kasus ini bermula pada saat tahun 2019, PT X

menerima Surat Perintah Pemeriksaan dengan rincian:

Nomor : PRIN-00277/WPJ.13/KP.SIS/2019
Tanggal : 20 November 2019
Perihal : Perintah Pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan
dikarenakan di tahun 2016, hampir semua transaksi PT X dilakukan
dengan bendaharawan, sehingga ditemukanlah adanya sindikat
indikasi bahwa PT X telat melaporkan SPT Masa PPN dan telat
dalam melaporkan Faktur Pajak. DJP melakukan pemeriksaan
terkait satu, beberapa, atau semua jenis pajak sebagai pelaksanaan
dari Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.03/2015. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, DJP

menerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan rincian:

Nomor : SPHP-00151/WPJ.13/KP.0105/RIKS/2020
Tanggal : 20 November 2020
Perihal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Dari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tersebut

ditemukan:
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Tabel 4.1 Rincian Hasil Pemeriksaan
No. | Hasil Pemeriksaan Jumlah Dasar
Hukum
1. DPP PPN Rp. 34.943.382.992 -
2. | Adanya denda terlambat | Rp. 3.000.000 Pasal 7 ayat
melaporkan PPN Masa (1) UU KUP

Pajak Juli s.d Desember
3. | Adanya dendaterlambat | Rp. 349.433.834 Pasal 14

membuat/melaporkan ayat (1) UU
Faktur Pajak selama KUP
tahun 2016

Sumber: diolah dari data Hasil Pemeriksaan

Setelah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan,
dan setuju dengan pemaparan hasil pemeriksaan, PT X menerima
Surat Panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan

akhir hasil pemeriksaan.

Nomor : S-16470/WPJ.13/KP.01/2020

Tanggal : 16 Desember 2020

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan PMK No.17/PMK.03/2013
Pasal 55 ayat (1) Dalam rangka menandatangani berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak memanggil
PT X dengan jangka waktu paling lama tiga hari kerja setelah surat
panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan. Setelah satu bulan sepakat dan menandatangani
Berita Acara Pembahasan Akhir, Surat Tagihan Pajak pun diterbitkan

oleh DJP dengan rincian berikut:
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Nomor : 00009/207/16/701/21
Tanggal Penerbitan  : 19 Januari 2021
Tanggal Jatuh Tempo : 18 Februari 2021
Masa Pajak : Januari sd. Desember 2016

Dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa
mengenai SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT X, Direktorat
Jenderal Pajak menerbitkan produk hukum yakni Surat Tagihan
Pajak Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2016.

Dalam Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2016,
terdapat perbedaan nominal dengan surat hasil pemeriksaan yang
telah dipaparkan pada penulis di halaman 18 tabel 4.1 Rincian Hasil
Pemeriksaan, hal ini dapat disebabkan karena adanya peninjauan
kembali pada pemeriksaan. Penulis menggunakan STP sebagai
acuan dalam perhitungan sanksi administrasi dengan alasan STP
merupakan produk akhir yang diterbitkan oleh DJP setelah
dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, serta STP
merupakan sarana DJP untuk mengenakan sanksi dan menagih pajak
Wajib Pajak.
Tabel 4.2 Rincian STP PPN PT X

Sanksi Perhitungan Jumlah

Administrasi

Denda Pasal 7 Rp. 500.000 X 4 Rp. 2.000.000
(Rp. 500.000 X per-STP
Masa PPN)

Denda Pasal 14 (4) | Rp. 34.943.382.992 X 1% | Rp. 349.433.834
(DPP X Tarif)

Total Rp. 351.433.834

Sumber : diolah dari data STP PPN PT X
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PT X dikenai sanksi denda pasal 7 (KUP) sebesar RP. 2.000.000
dikarenakan PT X terlambat dalam penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa PPN pada September, Oktober,
November, dan Desember. PT X juga dikenai sanksi denda pasal 14
ayat (4) sebesar Rp. 439.433.834 dari perhitungan DPP dikali tarif
1% sesuai dengan undang-undang yang berlaku di tahun penerbitan
STP. PT X diterbitkan STP di bulan Januari 2021 sehingga dasar
hukumnya mengikuti undang-undang cipta kerja. total sanksi yang
harus dibayar oleh PT X adalah sebesar RP. 351.433.834.

4.2.2 Penyelesaian atas diterbitkannya STP

Keberatan dengan sanksi yang diberikan, PT X membuat
pengajuan permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No.8/PMK.03/2013, PT
X mengajukan permohonan pertama dibantu oleh Kantor Konsultan
Pajak terdahulu dengan alasan kekhilafan. Setelah mengetahui
Permohonan pertama ditolak, Kantor Jasa Akuntan segera membuat
permohonan kedua dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
sesuai PMK No0.17/PMK.03/2013 Pasal 4 ayat (3b) ‘“untuk
permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan
permohonan sepanjang jangka waktu (3) tiga bulan. Berikut ini
alasan PT X mengajukan Permohonan Pengurangan atas

Penghapusan Surat Tagihan Pajak :

1. Dikarenakan pada tahun 2016, adanya peralihan pembuatan
faktur manual menjadi faktur elektronik (E-Faktur), PT X
menyatakan belum siap menerbitkan E-Faktur karena
kurangnya pemahaman tentang perpajakan, akan tetapi PT X
tetap menerbitkan Faktur Pajak secara manual.

2. PT X mengalami kesulitan likuiditas sehingga
mempengaruhi kelangsungan usahanya. Sesuai dengan nilai

Current Asset Ratio (CAR) dalam laporan keuangan 2021
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Rp 5.537.197.575 + Rp 12.375.602.641 = 0,44% hal ini

menunjukkkan tingkat likuiditas Wajib Pajak yang masih

cukup rendah, sehingga kesulitan untuk melunasi sanksi
adminitrasi.

3. Pada tahun 2016, mayoritas transaksi penyerahan jasa yang
dilakukan PT X dipungut oleh Bendahara Pemerintah,
berdasarkan  Keputusan Menteri Keuangan Nomor
563/KMK.03/2003 sebelum transaksi pembayaran oleh
Satuan Kerja (SatKer) Instansi Pemerintah (Bendahara
Pemungut PPN) dilakukan, validasi Faktur Pajak telah
dilakukan oleh SatKer terkait pengisian data faktur pajak.
setelah validasi faktur Pajakdinyatakan sesuai/valid, baru
kemudian PPN disetor oleh SatKer atas nama PT X. dapat
disimpulkan bahwa Faktur sudah diterbitkan oleh Wajib
Pajak, sehingga sanksi terkait STP Pasal 14 (4) dengan
nomor kohir 00009/107/16/701/21 atas diterbitkannya
Faktur Pajak.

Dengan alasan-alasan tersebut maka PT X memohon untuk
pengurangan/penghapusan sanksi adminitrasi menjadi Rp.
125.850.910 yaitu dari transaksi penyerahan kepada selain
pemungut yang belum atau terlambat diterbitkan faktur pajak.

Adapun bukti-bukti yang dilampirkan oleh PT X :

a) STP PPN Masa Desember 2016
b) Laporan Keuangan PT X 2021
c) Rekening Koran 2016
Solusi
Sesuai Penjelasan yang telah diuraikan diatas, solusi yang dapat
diterapkan oleh Wajib Pajak jika mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP)

yaitu mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan

TUGAS AKHIR
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mendaftar dengan ketentuan yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 serta menyertakan lampiran bukti yang
valid dan dapat dipercaya.

Surat Keputusan atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan
Surat Tagihan Pajak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal pajak pada tanggal
19 januari 2021. Dalam Surat Keputusan ini menjelaskan bahwa Direktorat
Jenderal Pajak menolak Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Surat
Tagihan Pajak yang diajukan oleh PT X. Pada akhirnya PT X tidak memiliki
kesempatan untuk mengajukan permohonan pengurangan PT X perlu
membayar sanksi adminitrasi pasal 7 sebesar Rp 2.000.000 dan denda pasal
14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp 349.432.834. PT X pembayaran sanksi
administrasi dilakukan dengan cara di angsur sesuai dengan alasan homor
dua (2) pada Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Surat
Tagihan Pajak, yakni adanya kesulitan likuiditas sehingga memenuhi
persyaratan untuk membayar sanksi administrasi dengan cara diangsur
dengan dasar hukum Pasal 20 PMK Nomor 242/PMK.03/2014.

TUGAS AKHIR PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI... FATCHIYA A. A.G.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan permasalahan yang diatas adalah :

1. PT X mendapatkan Surat Pemeriksaan di tahun 2020 atas tahun pajak 2016,
dengan rincian adanya keterlambatan dalam penyampaian dan pelaporan
SPT Masa PPN dan Faktur Pajak. STP pun diterbitkan sebagai produk
terakhir dari rangkaian kegiatan pemeriksaan pajak. Dilakukannya
pemeriksaan pajak pada PT X, karena di tahun 2016 hampir semua transaksi
PT X dilakukan oleh bendaharawan. Pada STP tersebut disebutkan PT X
dikenakan denda pasal 7 undang-undang KUP sebesar Rp 2.000.000 atas
keterlambatan SPT Masa PPN bulan september-desember, dan denda pasal
14 ayat (4) undang-undang KUP sebesar Rp 349.433.834

2. Terbitnya STP dengan sanksi yang harus ditanggung karena kekhilafannya
tersebut, maka PT X membuat Surat Permohonan Penghapusan Sanksi
Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) sebanyak dua kali sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 8 /PMK.03/2013.
Dengan hasil keputusan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
ditolak oleh DJP, sehingga PT X wajib membayar sanksi yang telah di
tetapkan. Pembayaran dilakukan secara diangsur karena PT X memenubhi
persyaratan Pasal 20 PMK Nomor 242/PMK.03/2014.

5.2 Saran

Berdasarkan kasus Tugas Akhir, Saran yang dapat diberikan kepada PT X
oleh penulis adalah diharapkan agar PT X dapat memperbaiki dan mempelajari
terkait aturan perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai yang terbaru serta
melakukan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu membayar dan
melaporkan Surat Pemberitahuan dan pembuatan E-Faktur secara tepat waktu.
Sehingga meminimalisir akan adanya kejadian penerbitan Surat Tagihan Pajak

kembali.
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LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Tagihan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREXTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

Nomor
Masa Pxak

: COCCSV10T/ET0 21 Tanggs| Penercitan
: Januari s.d Desember - 2018 Tangge! Jatuh Tempo

18 Janyan 2021
18 Febnuari 2021

I Telah b atas L Newa|b:
Nama Wajb PajacPre CPT
NPAR 02.616.828.1.701.000

Il Dari pemenksaan tersedut chatas, umiah yang masih harus Sbays adalah sebagal bariku

Pajsk Pertambahan Nial Barang dan Jass darn Wayio PajaiPengusana Kena Paak

JUASLAN RUPIAH MENURUT

URAIAN

.

PENGUSAMA
KENA PAJAK

FISKUS

Pajek harus dbayar / deagih kembal 0

Felah dbayar o

Kurang daysr (1-2) [

Ssriksi adminstrasi :

0. Denda Pasal 7 KUP

keteriambatan Penyampaian Surst Permbertahuan

(SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilss (PPN)

Bunga Pasal 8 (2) KUP

c. Bungs Passy § (2a) KUP
atas pemialulen SPT Masa PPN yang margakinskan utang pajak
menjas kbih besar

4 Bunga Pasa & (23) KUP
WIS pembayaran 3tau penyotorsn paak yang cilakukan melewall [@tuh
18mMpo pembaysran atau penyetcran pajsk

¢, Bunga Pasal 14 (3) KUP
s bay pajak 281 akbat salan bdis daniateu

- W -

o

salsh hitung i
1 Denda Pasal 14 (4) KL
Bunga Pasal 14 (5) KUP
Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduks: dan telah dberikan
ak M bagai dmak dalam Pasal 9

-

ayst (8s) UU PPN
h. Jumiah sanksi sdnnistras (a+becedensteg)
5 |Jumiah yang masih harus dibayar (3 + 4.h) 0

349433834

6

351,433,834
351433834

Tesbiang: TIGA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH

Kepada
PT. ALAM KAPUAS PERSADA 4“_‘ -

KOMPLEK ZAL KHATULISTIVA JL DANAL SENTARUM BLOK BLOK
D5 RT 01 RW 26 - KOTA PONTIANAK

AT, Plakaw Jeececsl Pojsx
S "Kesmja rantor,

~NIP. 196712061995031001

'a*
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Lampiran 2

Surat Keputusan atas Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan

Sanksi

Mengingat

TUGAS AKHIR PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI...

. Peraturan  Mentert  Keuangan Republik  Indonesia

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- [OBO?) /NKEB/RI/WRI.13/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRAS!
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama PT

I nomor O18/AKP/1/22 tanggal 03 Januari 2022 yang
ditersma oleh KPP Pratama Pontianak Barat tanggal 5 Januari 2022
berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomer PEM-
05000250/WPJ.13/KP.0103/2022 tanggal S Januari 2022,
diagjukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi Alas Surat Tagihan Pujak nomor
0000%/107/16/701 /21 tanggal 19 Januari 2021 Masa Pajak
Januari s.d Desember 2016;

bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah
dilakukan penelitian sesual laporan penelitian
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor
LAP- 8%3 /WPJ.13/2022 tanggal 13 Mei 2022;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas
Surat Tagiban Pajak Korena Permohonan Wanb Pajak;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (Lemmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262| sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negaras Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736},

. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan

Nila: Barang dan Jasa dan Pujak Penjualan Atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambaban Lemburan Negara Republik Indonesla Nomor 3264)
sebagaimana telal beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomer 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67306);

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pelaksansan Hak dan  Pemenuban Kewajiban Perpajakan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan Untuk Mendukung
Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2021 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6621);

5/PME.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau P
Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembats
Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba
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5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.206/RJ/2021
Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada
Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA
PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

PERTAMA : 1. Menolak permohonan pengurangan alau penghapusan sanksi

admunistrasi Wajlh Pagak dalam suratnya nomor O18/AKP/1/22
tanggal 03 Januari 2022;

2. Mempertahankan jumlah sanks: administrast dalam Surat Tagthan
Pazak nomor 00009/107/16/701/21 tanggal 19 Januari 2021 Masa
Pajak Januarl s.d Desember 2016,

atas:

Wajib Pajak « PTIHI

Newe - I

Alamat i Komplek Zal Khatulistiwa Jalan Danau Sentarum Blok

DS RT 01 RW 29, Pontianak Kota, Pontianak,

Kalimantan Barat
dengan perincian sebagai berikut:

Dikurangkan/
Uraian Semula Dibapuskan Menjadd
IRp {Rp)
(Ra)
Pajak yang tidak/ 0 0 0
kurang dibayar
Sanks Administrasi:
|, Denda Pasal 7 KUP 2.000.000 Q 2.000.000
3. PramPual W91 amannen 0 349.433.834
Jumish pejak yang
masih 1 g dibayar 351,433,834 0 351.433.834
KEDUA Keputusan Direktur Jenderal ini mulal berlaku pada tanggal

ditetapkan,
Salinan Keputusan Direkwur Jenderal ini disampaikan kepada:

L. Wajib Pajuk PT
2. Direktur Jenderal Pajak

3, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat
4. Kepala KPP Pratama Pontianak Barat

Ditetaplean di Pontianak
pada tanggal 2% Mei 2022
REKTUR JENDERAL PAJAK
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dar Wajis Pajak
rarra  : PT. [
[ i : 02518 BES.
Alarrat  : Komplek Zal bhatuinSwa 1| Denau Sentarum Biok 05, Kots Ponbanak
= Kabmantan Barak

BEsrsama ni mengajukan pangurangan/penghacusan sanksl sadminisirasl yang Boanfium dalam Sorst Teghan

Pajake [£TF:
Normer & Tanggal : DO 10FFLEFAMILAL] Tanggal 19 Januan 301
Jenm Pajak : Pajak Pertambahan K Barang dan lass

M iasa) Tahun Pajak : Dasmbar- O001E

Fld sn parmchonan persgurangd n) penghsp e n ol #3min o

L.

Fermohonan pengurangan den/stsy penghacusen snkcs sadmmisdras yeang sdus masih dalam mentang
miakiu 3 bulan sejek Suret Kepuhman sfas permehondn penpurangen denfalay penghapusen sanks
sdminmfrasl yareg parkama yaibe Engpal 24 Mei S0022,

Bardasartan Kepulusan Direkiur Jardersl Pajak Homore KEP-L35'PIGI014 teslang Persfapan Pengusaha
Emna Pajak pang Divwapbkasn Membust Faklur Pejak Bertenbok Helkfronik dicsbabei babea unbuk panyershan
Barang Kma Pajak dan/abtay lass Kene Pajek muols Esnpgal 1 Jub 006, kami diwajibhan mambust Fakior
Patak berbantuk Elekfronik. Sshubungean dengan peamberiakuan KEEP mrmbut kami menvataken bekhilalan
kam Sharenakan kami baom siap unfuk melsksaraban Eabijakan Braebul. Namun demilen, sscers rutin
kami bisg marerbitcan Fakiur Pajek sscars manual.

Wajik Pajak manpalami kResudan Bodfss sshngga mempengarch kelangeungan usaharmps. Hal im
difunjulan dergen nilai Cumrent Assef Rabo (CAR ) dalam leporan kesangan 107 dergan romus coment rabics
[aset larcar [ bewajben lancar] sdalsh RBp. S S3T 1P STS § ke 12 A7SS0Z 4D = O49%. Hal ini
menunjukian brglat buodiles Wadlb Fajak yang masih culkcup rendsh, sshingga el Ean unbuk mekonasi
wan e ad mn b

Seluruh Fanaaksl penyershan jass yars] didskcuan olsh PT. dlam Fapuss Perssds di shon 2006, adalsh
ransaks dengan PamunguE FPR (Bendaharawan Pemerinbah], Becusll unbuk rensaks dengan rirsian
unbaga berikut-
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Tramislsl dorgan indorays Chos gal Blgring

PP Dpangan
“argul g Vv Pads
Trarsabi Plisa Berdanmas Matarirg Lida vy Bt bR LR Iﬂlﬂ.:lﬂ
Mk & pads
Wil i e na
L EL ST irdoraryia Cher il By mirg Bp  INZIEIH [Rgwing By  IVIEERME Mp BINLIN | Bp  PTIMEM

Dangan darmikan, stas selurut tramabsi slan rame ks Sengan Yaypasan Haod [T s =ans
Kalbar dan FT sdalsh trarmeabksi parrperahan begada PFemunguet PPN [Bendshara
Femanrtsh), shinggs PPN jang erutang el Eransaksi Par PFPH B Pemerriah ]
mlah diakukan pmrmurguban.
Berdasarian kelsrsiuen dalam Kemufusan Menberi Esuargan remer SESCMCDE00E tenlang Penumuban
Bendsharawan Femeriniah Den Kanlor Perbendaharaan Oan Kas Hegars Unhok Memungut, Mengefor, Oan
Heaporian Pajak Pertambshan Rl Dan Pajek Fenjualan Stas Barang Mewah Saserta Tala Cars
Femungutan, Parmpeioran, Dan Pelegporanmea, dikcetabei bahwac
“Sebelum frarmsaksi pemEayaran oleh Setker [Sefuan Kara] lretarms Pemanntsh |Ssrdahars Pemungs PPN ]
diakukan, Walidas Fakior Pajak telsh diakukan cih Sebcer [Bandahars Permerntah] berked pengmeen deta
Faklur Pajak (Kode dan Homor see Fakbor Pajak, nama PEFP Penjual. NPYP, NPPEP afas nama PT.
Hama Pembal st nama Satier (Bendabara PFamanntsh), HFSF Pembel, Hama BER EP,

=T an sEteruEnye sEvsal Eransaksl pang dilskuan|. Selelah validas Fakhor Pagak cleh Saboer
[Bendahara Femerniah] dm sl valed, Earu bemudian PPH dismbor cleh Ssbker |[Eardshars
Femanntsh) stas nama PT. dengan nraan mmor HTPH dan SPE0. Berdasarkan hal

tamstut, depat disimpulan babss FAKTURL SUDAH DITERBITCAN OLEH WP, sshinggs sanks barkaf 579
Pasal 14 (4) dengan momor kshir DDO0G 101 00721 slas tidak dimrbiksrrrps Fakfor Pajelk, mamurat
kami tidak Eenar (karera Fakiur Pejak Eelah diéerb£ban ], smhinggs kami meminta sger senksl adminsbrasi
eyt dapat diosrangkan.

Berdasarian Kepubusan Menieri Kpsangan nomor SSSFKHED3/2000 F han

Pemarnntish Can anber Perbndshsrasn Dan Kas Hegara Unbok MemurspeE, Menyefcr, Dan Melaporcan Pajak
Perfiambahan Mlai Dan Pajak Penjualan Alas Bararsg Mesah Beseria Tats Cars Pemunpuban, Penyeforan, Dan
Felapocrarmya, rdaarian pasal 5 Sesbufican:

“Fermurgutan Fajak Peiambshan Hia dan Fajel Penjualan Alas Barsng Mewah sebegeemana dmaksud

dalam Pasal I ayat [I] diskukan pada saat 1 CEd T EECETE dari
Lagihan Pengusaha Kana Peajak Bebanan Permarintah.™
Cangan aan 1| peRrTy s alwh PT I e ads Berdahars

Pengelusran Dnas Pekeriaan Urmuem, Bing Harpadan Sumbsr Dayas Alr dan Berdshara Penpaiusran Diras
P\mﬁm Fuang Dan Cpba Eanva, prrurql.tm PP dan FBM diskukan pada sssf pembayeran oleh
ey EPEKH kepada PEFP rekanan Pemarnntah, den ssbelum pambayaran beresbuf
diskukan. Bandahars PFemerintsh sudah malekuban cek valideas Fakbur Pajak.

Berdasasrban Espufusan Menleri Kscangan nomor SASTKHEOLIOG03 han
Femanntsh Dan Eanber Ferbendshsrasn Dan Kas iegara Unbok Memungu, Hlnri:nr_. Dan Helaporican Pajak
Ferfamtahan Mlai Dan Pajak Penjualan Stas Bararg Messh Bmseria Tets Cars PFemungutan, Penyefcran, Qan
Felapocrarmya, psmungelan PPN den PPN diebkuksen pads seat pambapsran oleh Sardshsresan
Pt sltau EFEHR FEF rekanan Pemerintah.
Cualam bamun i, pembayanan PP telah s !.Pmdmb!ml.lrurnlhnn.nlﬂ-
Dwngan Eukl
C mya SPID SETI/LSSDCT/VIIL 3008, ato nema FT. [ i
I o eh Bandahars Fengekuaran Dines Peleraen Umom, Bina Hemga dan Sombar
Daya & WP I e an L bukh, Rp.
BTH.288. 400, OPFF FEP. 897204338 NTPFH SEO0RSOITHHIIIWEE. Dhevarkcen saal penysrehan
EEuUE dengan bokh.
»  Diterbitkarps SPI0 43887 LS00 EN/2008, aten rama o7, [ i
[H. 31&. 455 K- MOL. 000, oeh Bard shars Pengaluaran Dines Pelariaan Umoum, Bire Maga dan Sumbar
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Duyn Ar NPWP Surgan keterangen sesusl dengan bkt nominel Rp.

5.331.856.900, DPP Rp. S 496553567 NTPN FDIJDOCEIEMPOMWVR Dibayerkan saut

parrperahan sesual dengan bkt

Ditertetianys SP2D S210/LS/OMMP/X/ /20168 | was nama P7T NPWP
cheh Dinas Peberjsan Umum, Sns Marge dan Sumber Days Ar WD

_c.naan ketormrgen sesusl dengen bukll, denger nomnal RP. 177.031.733,

DPP Rp. 182506941, NTPN DSA410SIUIOKMIZR

Ditertetharys SPID S211/LS/ BOMP/X/2016, stes cens O1. I o

Sendatura Pengeusran Dines Pebarjsan Uman, Sine Mar dan Sumber Daya Ar NPWP
reve I o engan keterangen tranuako

sesusl dengen Dukl, dengan nominel Rp. 2.478.4448519 DPP Rp. 2.555.097.7352 NTPN

DSA41033UJIOKMIZR

Ditertithanys SP2D 0449/1LS/DBMP/XI/20168, stus nama PT. dety Dnas

Pokerjes Unum, Sine Merga dan Sumber Deya Ar NPWP dengen kwlerengen

travowksl sescal dengen bukt, nomeel Rp. 312073546350 OPP Rp. 3316241897 NTPN

FO13D0CEIEMPONVR

Dttertsticarys SP20 7528/LS/D8MP/XI/2018, atss nams PT NPWP
o SBerdubers Pangeiueren Dinss Pekerjaen Umnam, Bise Mergs dan Sumber

Duys Ar, dengan tasterangen tranaskcs! ssausl dengen tukll, dengan nomina Rp. $95.051.000 DPP

Rp. S13.454.639 NTPN 23PCADSSESIAIMSR

Ditwrttharys SP2D_B573/LS/0CT/Xx11/2016, s s 7. [ NN v

—cbh Serdshara Pengeluaren Dines Penatasn rusng dan Cptes Karys, dengean

knterangen rarssksl sesual dengan bukl, dengan nomine! Rp. 1535.701.909 DPP Rp. 158.455.578

NTPN SS0990J7KN23309E8

Ditwetetiarys SP2D 8572/18/0CT/x11/2018, wtes rwrs ©1. [N
et Serdahars Pengeluane Dines Penstesn rusng dan Cipta Karys, dengan

Anterangen lransakod  sssus dengen bokll, dengan nomined Rp. 2.151.826.728 DPP Rp.

2.218.378.070 NTPN 900990)7KNIII9ED
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Thpas s on |
B PPN pang dipunpet serdici dargan PT.
sbmsar Ap. IT.1B4.654 pads tanggal 1VOZI0LT pada Bank Kabar MTPN
CIHDOOUNMDRLS IS
0. Al sslurvh pokok pajek PPH yang terutang Eslsh pajak yang badk melaksi
pamolangan PPN oleh Bendahara Pemermitah melaksi 2920,
I Bsrdasarcan hal tersmbut & atas, dengan ini PENGUrANgEn, nanksi il e jad i

smbesar Ap 125 8505910,
(1% = Rp. 12505 091031

Parpagakan pasal 14 ayat 4

IrasLeH

-yl dar tramsaksl parpenaban kepads selain Pemungut yang belum sty berlambat
ditarhkan Faktur Pajak sesusi UL KUP ssbagaimana belsh dishsh Werakhic dangan UL Harmonbsasi Peraturan

terssbut, kam nformesikan behwa kami telah membeyar pajak pang terutang
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Dmikian mrat permohcnan kami sampaiban otk daget Smrtimianghan.

Wb Pajak Wakil Kuasa® *|

Salarmarysh
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